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DATA POKOK PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PEYANAN TERPADU SATU PINTU  

 

BIDANG PENANAMAN MODAL 

1. Pertumbuhan Realisasi Investasi 

Pertumbuhan realisasi investasi adalah indikator yang menunjukkan seberapa 

banyak investasi yang telah direalisasikan dalam suatu periode tertentu. Ruang 

Lingkup pertumbuhsn realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman 

modal dalam negeri dan penanaman modal asing.  

Dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana 

Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan 

dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 

2005-2025 adalah “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”. 

Dalam mewujudkan salah satu misi pembangunan pembangunan daerah yaitu 

mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi 

kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan 

dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah maka perlu 

ditunjang dengan peningkatan realisasi investasi. 

Rumus Pertumbuhan investasi adalah sebagai berikut : 

 
          Investasi tahun ini-Investasi Tahun Lalu 

Pertumbuhan Investasi =             X 100 
   Investasi Tahun Lalu  

  
 

Tabel 1.1 
Realisasi Investasi  
Tahun 2019-2024  

 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Nilai investasi tahun 
berjalan 

375,6 1.245,66 1.496,68 1.836,0 2.046.25 2.145.092 

2 Nilai investasi 
PMDN  

- 1.245,66 1.486,42 1.529,1 1.326.55 1.923.290 
 

3 Nilai investasi PMA - - 10,26 306,9 719.70    221.802 

Sumber : OSS.go.id 
Ket : dalam Milyar 

 

Memperhatikan sajian data tabel diatas, dari tahun ke tahun realisasi 

investasi mengalami kenaikan sebagai berikut: 

- Pada tahun 2020 nilai realiasasi investasi sebesar Rp 1.245,66 Milyar, 

kenaikan nilai realisasi investasi tersebut  dikarenakan sejak bulan April 

2020 terdapat aplikasi NSWI yang memuat data investasi UMK dan Non 
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UMK secara keseluruhan, serta stimulant bantuan Presiden untuk UMKM 

membuat pengusaha bergerak aktif mengurus perizinan sehingga 

membuat laju investasi meningkat tajam sedangkan pada tahun 2019 

belum ada aplikasi yang memuat data UMK, juga masih rendahnya 

kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan; 

- Pada tahun 2021 nilai realiasasi investasi sebesar Rp. 1.496,68 Milyar; 

- Pada tahun 2022 nilai investasi sebesar Rp. 1.836 Milyar dengan rincian 

Rp. 306, 9 Milyar PMA dan Rp. 1.529,1 Milyar PMDN. Pada tahun 2023 

Nilai investasi sebesar Rp. 2.046.25 Milyar dengan Rincian Rp. 719.70 

Milyar PMA dan Rp. 1.326.55Milyar PMDA. Investasi triwulan IV tahun 2024 

nilai investasi sebesar Rp.2.145.092.838.518,- terdiri dari PMA Rp. 

221.802.042.722,- dan PMDA Rp. 1.923.290.795.796,-. 

Data Dukungnya adalah realisasi investasi berdasarkan pencatatan 

realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem 

OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan. 

 
Tabel 1.2 

REKAPITULASI INVESTASI PMDN/PMA  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 

 

NO BULAN INVESTASI PMDN INVESTASI PMA 

1 Januari 66.979.872.500 10.500.000.000 

2 Februari 341.956.431.054 33.000.000.000 

3 Maret 74.567.705.715 - 

4 April 59.597.616.000 - 

5 Mei 187.742.059.725 45.500.000.000 

6 Juni 64.086.561.012 - 

7 Juli 143.561.416.636 - 

8 Agustus 237.665.742.350 85.448.028.940 

9 September 277.175.346.392 - 

10 Oktober 226.637.889.005 36.354.013.782 

11 November 183.914.816.140 11.000.000.000 

12 Desember 59.405.339.267 - 

 Total Investasi 1.923.290.795.796 
 

221.802.042.722 
 

 Sumber : OSS.go.id 

 

2. Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan 

Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan 

peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung. 

Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian, 

Perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan. 

Rumus Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan 

adalah : 
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  Jumlah Informasi peluang usaha yang disediakan 
                                                                                      X  100% 
            Jumlah peluang usaha sektor unggulan  

 
Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ 

sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang 

Pariwisata, UMKM dan Pertanian, sedangkan pada tahun 2021 belum ada 

penambahan informasi peluang usaha di karenakan keterbatasan anggaran. 

Pada tahun 2023 hingga tahun 2024 triwulan IV jumlah peluang usaha yang 

sudah diinformasikan sudah 100 % dari jumlah Peluang usaha yang ada. 

 
Tabel 2.1 

Persentase tersedianya informasi peluang usaha 
sektor/bidang unggulan  

Tahun 2019-2024  
 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Jumlah informasi yang 
disediakan 

3 3 3 5 5 5 

2 
Jumlah peluang usaha 
sektor unggulan 

5 5 5 5 5 5 

 Persentase 60 60 60 100 100 100 

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan IV 

 
Tabel 2.2 

Data Peluang Usaha 

No Peluang Usaha Sudah / Belum 
Diinformasikan 

Keterangan 

1 Sektor Pariwisata Sudah  

2 Sektor UMKM Sudah  

3 Sektor Pertanian/ Perkebunan Sudah  

4 Sektor Peternakan Sudah  

5 Sektot Perikanan Sudah  

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan IV 
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Tabel 2.3 
Persentase Kajian Teknis Investasi  

Tahun 2019-2024  

 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Jumlah potensi 
Investasi yang 
sudah diKaji  

6 9 9 9 9 9 

2 
Jumlah potensi 
Investasi 

32 32 32 32 32 32 

 Persentase 15,63 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13 

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan IV 

 

Dari data tersebut diatas untuk kegiatan pengkajian teknis investasi sampai 

dengan tahun 2020 telah terlaksana 9 kajian. 

Pada tahun 2021 kegiatan kajian teknis investasi tidak dilaksanakan karena 

keterbatasan SDM dan adanya refokusing anggaran.  

Sedangkan sajak tahun 2022 sampai 2024 triwulan IV tidak dilaksanakan 

Kajian Teknis Potensi Investasi dikarenakan tidak ada alokasi anggaran dan 

target akhir 2023 sudah tercapai. 

 
Tabel 2.4 

Potensi Investasi di Kabupaten Temanggung 

NO POTENSI INVESTASI KETERANGAN 

1 Albasia Belum dikaji 

2 Mahoni Belum dikaji 

3 Jati Belum dikaji 

4 Tembakau Belum dikaji 

5 Kelapa Belum dikaji 

6 Padi Belum dikaji 

7 Jagung Belum dikaji 

8 Hortikultura Belum dikaji 

9 Kopi Sudah dikaji 

10 Cabe Belum dikaji 

11 Bawang Putih Sudah dikaji 

12 Ketela/ Ubi Rambat / Jalar Belum dikaji 

13 Domba Belum dikaji 

14 Sapi Belum dikaji 

15 Ayam Belum dikaji 

16 Situs Liyangan Belum dikaji 
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NO POTENSI INVESTASI KETERANGAN 

17 Candi Pringapus Belum dikaji 

18 Kawasan Wisata Terpadu Jumprit Belum dikaji 

19 Kawasan Terpadu Edu Tourism Belum dikaji 

20 Pikatan Water Park Belum dikaji 

21 Posong Belum dikaji 

22 Kledung Pass Belum dikaji 

23 Bukit Wagir Bawang Sudah Dikaji 

24 Curug Ponco Tunggal Belum dikaji 

25 Curug Surodipo Sudah dikaji 

26 Kawasan Wisata Bejen Tretep Wonoboyo Sudah dikaji 

27 Bukit Kembang Arum Sudah dikaji 

28 UMKM Desa Bansari Sudah dikaji 

29 Rest Area Pringsurat Sudah dikaji 

30 Pengembangan Kawasan Kledung Sudah dikaji 

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan IV 

 

Data dukung dari indikator ini adalah : 

- Analisa Teknis Investasi 

- Data-data yang sesuai dengan bidang yang akan dikaji 

- Informasi dari masyarakat yang terkait dengan kajian investasi 

 

3. Persentase Perusahaan yang Bermitra 

Perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi 

kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat 

pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah 

perlu ditunjang dengan kemitraan antara usaha Mikro, Kecil , dan Menengah 

di daerah dengan kekerjasama dengan perusahaan besar yang ada didaerah.  

 Tujuan dilaksanakan kemitraan adalah sebagai berikut : 

a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah; 

b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari 

dalam maupun luar negeri; 

c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah 

yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis 

produksi di dalam negeri; 



 II - 7 

d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling 

menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di daerah. 

 

Wujud Kerjasana adalah memberikan fasilitasi dengan koordinasi 

dengan dinas terkait (Dindagkop Kabupaten Temanggung) terkait dengan data 

UMK yang telah lengkap memiliki izin seperti NIB, SPPIRT, Halal. Langkah 

berikut memilih produk makanan terkait kualitas produk, kemasan dan 

perizinan. Setelah itu membantu pelaku usaha UMK untuk memasarkan 

poduknya dengan pihak ke tiga. Sejak tahun 2023 pihak ketiga yang dipilih 

adalah dari perusahaan besar di kabupaten Temanggung Lariz swalayan dan 

Mahkota Swalayan. Produk yang telah lolos uji kualitas dan perizinan akan 

dipasarkan oleh pihak ketiga tersebut. 

Rumus presentase perusahaan yang bermitra adalah : 

 
             Jumlah perusahaan yang  bermitra  
                                                                            X 100% 
          Jumlah perusahaan yang berkomitmen  
 

Tabel 3.1 

Persentase Perusahaan Yang Bermitra 
Tahun 2019-2023  

 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Jumlah Yang 
Bermitra 

n.a n.a n.a 2 2 1 

2 
Jumlah 
Perusahaan Yang 
berkomitmen 

n.a n.a n.a 2 2 1 

 Persentase 100 100 100 100 100 100 

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan IV 

 

 

4. Presentase Promosi Penanaman Modal 

Promosi penanaman modal merupakan salah satu program dan 
kegiatan bidang penanaman modal yang meliputi analisis potensi investasi, 
perencanaan strategi promosi, pengembangan materi promosi, partisipasi 
dalam acara promosi, pelayanan informasi dan kerjasama dengan pihak 
eksternal. Tujuan dari kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan realisasi 
investasi. Rumus Presentase Promosi Penanaman Modal adalah  : 
 
                 Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan  
                                                                                               X 100% 
                     Jumlah event promosi yang harus diikuti 
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Tabel 4.1 
Persentase Promosi Penanaman Modal 

Tahun 2019-2023  
 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Jumlah Promosi  
yang diikuti 

8 1 3 8 3 3 

2 
Jumlah Event 
Promosi yang 
harus diikuti 

1 1 1 1 1 1 

 Persentase 100 100 100 100 100 100 

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan IV 

 

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa Event Promosi yang mengikuti 

dari tahun 2019 – 2024  melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 100%. Pada tahun 2020 kegiatan Promosi tidak dapat dilaksanakan 

dengan maksimal dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus 

rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan Social 

dan Phisycal Distancing, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak 

tidak diperbolehkan. 

5. Persentase Pelayanan Perizinan Secara Elektronik 

Pelayanan perizinan secara elektronik adalah sistem yang memudahkan 

proses pengajuan, pengolahan, dan penerbitan izin melalui aplikasi. 

Pelayanan perizinan secara elektronik merupakan langkah maju dalam 

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan. Dengan 

memanfaatkan teknologi, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih responsif 

dan akuntabel. 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 

Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga 

OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang 

terintegrasi. 

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan 

Perizinan yang sifatnya komersial.Rumus indikator ini adalah :  

 

        Jumlah Pelayanan Perizinan secara Elektronik  
                                                                                       X 100% 
                    Semua Perizinan yang masuk  

 
 

Tabel 6.1 
Persentase Pelayanan Perizinan Elektronik 

Tahun 2019-2024 
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No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Jumlah permohonan 
Elektronik yang terlayani 

1.272 6.023 10.124 11.566 13.781 10.959 

2 
jumlah permohonan 
Elektronik yang masuk 

2.753 6.575 10.124 11.791 13.781 10.959 

 Persentase 46,2 91,60 100 98,09 100 100 

 Sumber : OSS.go.id, simbg.go.id, sicantik.go,id, mppd 

 

Dari data diatas persentase pelayanan perizinan Elektronik pada tahun 

2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan Elektronik dari tahun 2019 

sampai dengan tahun 2024 meningkat karena selain perizinan berusaha yang 

melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi 

Simbg, MPPD dan sicantik cloud yang terus diusahakan penyempurnaan 

aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah 

diterbitkan bisa dilayani secara elektronik. 

Pada tahun 2021 data perizinan elektronik Dinas Penanaman Modal dan 

Peyanan Terpadu Satu Pintu dan Peyanan Terpadu Satu Pintu yang terlayani 

sudah mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan setiap pengajuan perizinan 

secara elektronik langsung terlayani oleh sistem. 

Data dukung untuk indikator ini adalah data pemohon secara elektronik 

dan data keseluruhan permohonan izin.  

Untuk tahun 2022 data perizinan eletronik sebanyak 11.566 dari 

keseluruhan izin sebanyak 11.791 atau sebesar 98,09 %. 

Untuk tahun 2023 data perizinan elektronik sebanyak  13.781 dari 

keseluruhan izin sebanyak 13.781 atau sebesar 100%. 

Tahun 2024 triwulan IV data perizinan elektronik sebanyak 10.959 dari 

keseluruhan izin sebanyak 10.959 atau sebesar 100% 

 
Tabel 6.2 

Data Perizinan Elektronik  
tahun 2024 s.d semester IV 

 

NO JENIS IZIN 

TOTAL 

JUMLAH 
IZIN 

IZIN 
ELEKTRONIK 

YANG 
TERBIT 

PROSENTASE 
IZIN ONLINE 

(%) 

A. IZIN POKOK    

1 Izin Perubahan Penggunaan Tanah 39 39 100 

2 PBG 66 66 100 

3 SLF 15 15 100 

4 Pemecahan IMB 107 107 100 
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NO JENIS IZIN 

TOTAL 

JUMLAH 
IZIN 

IZIN 
ELEKTRONIK 

YANG 
TERBIT 

PROSENTASE 
IZIN ONLINE 

(%) 

5 PKK{R Non Berusaha 68 68 100 

    

B. IZIN BIDANG USAHA    

6 NIB 8.010 8.010 100 

7 IJIN TRAYEK 60 60 100 

8 IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN 
KHUSUS 0 0 

100 

9 IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL 0 0 
100 

10 IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 650 650 
100 

11 IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA 3 3 
100 

C. IZIN PROFESI    

12 SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis 96 96 100 

13 SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT 183 183 100 

14 SI Praktik Perawat Gigi 0 0 100 

15 SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN 130 130 100 

16 SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER 25 25 100 

17 SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER 1 1 100 

18 SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN 4 4 100 

19 SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI (SIPF) 5 5 100 

20 SIP-ATLM (AHLI TEKNOLOGI 
LABORATORIUM MEDIK) 5 5 

100 

21 Surat Izin Praktik Tenaga Teknis 
Kefarmasian ( SIPTTK) 49 49 

100 

22 SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS 0 0 100 

23 SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI 3 3 100 

24 SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA 0 0 100 

25 SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS 3 3 100 

26 SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN 0 0 100 

27 SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI 3 3 100 

28 SURAT IZIN KERJA TEKNISI TRANFUSI 
DARAH 

1 1 100 

29 SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 
TRADISIONAL 

1 1 100 

30 SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN 
MULUT 

15 15 100 

31 SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS 
DAN INFORMASI KESEHATAN 

2 2 100 

32 SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI 
(SIPPA) 

0 0 0 

33 SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - 
(SIPPK) 

1 1 100 

34 SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER 
PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA 
KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR) 

0 0 0 

35 SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK 
(SIPFM) 

0 0 0 
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NO JENIS IZIN 

TOTAL 

JUMLAH 
IZIN 

IZIN ONLINE 
YANG 

TERBIT 

PROSENTASE 
IZIN ONLINE 

(%) 

36 SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI 
KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU (SIP 
TPKIP) 

0 0 0 

37 Surat Izin Praktik Tenaga Epidemiolog 
Kesehatan 

0 0 0 

38 IZIN DOKTER HEWAN 1 1 100 

39 IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0 0 0 

40 IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN 0 0 0 

41 
SURAT TERDAFTAR PENYEHAT 
TRADISIONAL (STPT) 

5 5 100 

42 SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS 1 1 100 

D. IZIN OPERASIONAL 

43 IZIN TOKO OBAT 1 1 0 

44 LAIK SEHAT  1 1 100 

45 IZIN RADIOLOGI 0 0 0 

46 LAIK SEHAT KATERING 0 0 0 

47 LAIK SEHAT RUMAH MAKAN 0 0 0 

48 SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM 1 1 100 

49 SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI SALON 0 0 0 

50 IZIN HEMODIALISA 0 0 0 

51 IZIN UNIT TRANFUSI DARAH 0 0 0 

52 
IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM 
DAN KHUSUS 0 0 0 

53 Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan 61 61 100 

54 

IZIN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN 
HEWAN BAGI PRAKTEK DOKTER HEWAN 
MANDIRI (SIVET) 

1 1 100 

55 
IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN 
HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN 0 0 0 

56 IZIN LABORATURIUM KLINIK  0 0 0 

57 IZIN PENELITIAN 20 20 100 

E. PERIZINAN YANG TERBIT MELALUI AKUN OSS RBA DPMPTSP TEMANGGUNG KARENA  
    PENERBITANNYA MEMBUTUHKAN VERIFIKASI TEKNIS OLEH DPMPTSP TEMANGGUNG  
    BESERTA TIM TEKNIS 

 

58 IZIN KLINIK 0 0 0 

59 IZIN APOTEK 10 10 100 

60 TANDA DAFTAR GUDANG 5 5 100 

61 PKKPR 17 17 100 

62 PIRT 353 353 100 

63 IZIN OPERASIONAL SERTIFIKAT STANDAR 1 1 100 

64 SERTIFIKAT LAIK HYGINE SANITASI 23 23 100 

65 SERTIFIKAT STANDAR 120 120 100 

66 SERTIFIKAT STANDAR KEDAI JAMU 1 1 100 

67 PERSETUJUAN PKPLH 71 71 100 

68 
SERTIFIKAT STANDAR TOKO ALAT 
KESEHATAN 

3 3 100 

69 SERTIFIKAT STANDAR TOKO KOSMETIKA 6 6 100 

71 PERSETUJUAN PKPLH 1 1 100 
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NO JENIS IZIN 

TOTAL 

JUMLAH 
IZIN 

IZIN ONLINE 
YANG 

TERBIT 

PROSENTASE 
IZIN ONLINE 

(%) 

72 
SERTIFIKAT STANDAR PANTI SEHAT 
BERKELOMPOK 

1 1 100 

73 SERTIFIKAT STANDAR 120 120 100 

F.  PENGADUAN 

74 PENGADUAN DPMPTSP 6 0 0 

75 PENGADUAN OSS 170 170 100 

G. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

76 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
DPMPTSP 30 30 0 

77 PENGAWASAN DAN PENGENDALIA OSS 92 92 100 

H. MPP DIGITAL 

78 Surat Izin Praktik Perawat 47 47 100 

79 
Surat Izin Praktik Ahli Teknologi 
Laboratorium Medik 

4 4 100 

80 Surat Izin Praktik Apoteker 16 16 100 

81 Surat Izin Praktik Bidan 9 9 100 

82 Surat Izin Praktik Dokter 11 11 100 

83 Surat Izin Praktik Dokter Gigi 8 8 100 

84 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 6 6 100 

85 Surat Izin Praktek Praktik Optometris 1 1 100 

86 Surat Izin Praktik Perekam Medis 2 2 100 

87 Surat Izin Praktik Radiografer 5 5 100 

88 
Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi 
Lingkungan 

1 1 100 

89 Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi 15 15 100 

90 Akupuntur 1 1 100 

91 Surat Izin Praktik Bidan Profesi 4 4 100 

92 Surat Izin Praktik Bidan Vokasi 11 11 100 

93 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah 4 4 100 

94 
Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Obstetri 
dan Ginekologi 

3 3 100 

95 
Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 
Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi 

1 1 
100 

96 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Urologi 3 3 100 

97 Surat Izin Praktik Fisioterapis 2 2 100 

98 Surat Izin Praktik Ners 10 10 100 

99 Surat Izin Praktik Nutrisionis 2 2 100 

100 Surat Izin Praktik Perawat Vokasi 26 26 100 

101 Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 3 3 100 

102 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Anak 1 1 100 

103 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Saraf 1 1 100 

104 Surat Izin Praktik Elektromedis Level 5 1 1 100 

105 Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 5 3 3 100 

106 Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi 7 7 100 

107 
Surat Izin Praktek Perekam Medis dan 
Informasi Kesehatan Level 5 

2 2 100 

 JUMLAH 10.959 10.959 100 

Sumber : OSS.go.id, simbg.go.id, sicantik.go,id, mppd 
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6. Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu 

Definisi dari penyelesaian perijinan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya. 

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin sifatnya 

komersial dan non komersial. 

Rumusnya adalah jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu dibagi 

jumlah permohonan izin yang diterbitkan dikali 100. 

 

 
Tabel 6.1 

Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu 
Tahun 2019-2024 

 

NO URAIAN 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Jumlah Izin tepat 
waktu 

1232 6091 10.294 11,791 13.781 10.959 

2 

 

Jumlah permohonan 
izin yang diterbitkan 

1517 6575 10.294 11,791 13.781 10.959 

3 Persentase 49,28 92,64 100 100 100 100 

Sumber : OSS.go.id, simbg.go.id, sicantik.go,id, mppd 

 

Dari data tersebut dapat dianalisa yaitu dari tahun 2019-2020 perizinan 

yang tepat waktu masih belum mencapai 95% ini dikarenakan adanya 

beberapa kendala teknis di Tim seperti peraturan perundangan teknis 

Perangkat Daerah lain dan kurangnya Sumber daya Manusia untuk 

melakukan verifikasi teknis juga dalam penerbitan izin harus melewati dua 

Kasi. 

Pada tahun 2021 izin yang diterbitkan tepat waktu sudah melampaui 

target yaitu 100% (target 95%). Hal ini dikarenakan ada perubahan SOTK 

yang baru dimana sudah ada pembagian tugas perzinan berusaha dan non 

perizinan berusaha sehingga lebih efektif.  

Pada tahun 2023 data perizinan tepat waktu mencapai 100% dari 13.781 

permohonan izin yang dilayani. 

Tahun 2024 triwulan IV izin  yang diterbitkan tepat waktu sebanyak 

10.661  permohon. 

Data Jumlah Perizinan Tepat Waktu sesuai dengan jenis izin dapat 

dilihat pada table di bawah ini. 
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Tabel 6.2 
Data Perizinan Tepat Waktu  

Tahun 2024 TW IV 
 

NO JENIS IZIN 

TOTAL 

JUMLAH 
IZIN 

IZIN 
ELEKTRONIK 

YANG 
TERBIT 

PROSENTASE 
IZIN TEPAT 
WAKTU (%) 

A. IZIN POKOK    

1 Izin Perubahan Penggunaan Tanah 39 39 100 

2 PBG 66 66 100 

3 SLF 15 15 100 

4 Pemecahan IMB 107 107 100 

5 PKK{R Non Berusaha 68 68 100 

    

B. IZIN BIDANG USAHA    

6 NIB 8.010 8.010 100 

7 IJIN TRAYEK 60 60 100 

8 IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN 
KHUSUS 0 0 

 
0 

9 IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL 0 0 
0 

10 IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 650 650 
100 

11 IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA 3 3 
100 

C. IZIN PROFESI    

12 SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis 96 96 
100 

13 SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT 183 183 
100 

14 SI Praktik Perawat Gigi 0 0 
0 

15 SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN 130 130 
100 

16 SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER 25 25 
100 

17 SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER 1 1 100 

18 SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN 4 4 100 

19 SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI (SIPF) 5 5 100 

20 SIP-ATLM (AHLI TEKNOLOGI 
LABORATORIUM MEDIK) 5 5 

100 

21 Surat Izin Praktik Tenaga Teknis 
Kefarmasian ( SIPTTK) 49 49 

100 

22 SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS 0 0 0 

23 SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI 3 3 100 

24 SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA 0 0 0 

25 SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS 3 3 100 

26 SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN 0 0 0 

27 SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI 3 3 100 

28 SURAT IZIN KERJA TEKNISI TRANFUSI 
DARAH 1 1 

100 

29 SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 
TRADISIONAL 

1 1 100 

30 SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN 
MULUT 

15 15 100 

31 SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS 
DAN INFORMASI KESEHATAN 

2 2 100 
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NO JENIS IZIN 

TOTAL 

JUMLAH 
IZIN 

IZIN 
ELEKTRONIK 

YANG 
TERBIT 

PROSENTASE 
IZIN TEPAT 
WAKTU (%) 

32 SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI 
(SIPPA) 0 0 

0 

33 SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - 
(SIPPK) 1 1 

100 

34 SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER 
PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA 
KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR) 

0 0 

0 

35 SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK 
(SIPFM) 0 0 

0 

36 SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI 
KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU (SIP 
TPKIP) 0 0 

0 

37 Surat Izin Praktik Tenaga Epidemiolog 
Kesehatan 0 0 

0 

38 IZIN DOKTER HEWAN 1 1 100 

39 IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0 0 0 

40 IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN 0 0 0 

41 
SURAT TERDAFTAR PENYEHAT 
TRADISIONAL (STPT) 5 5 

100 

42 SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS 1 1 100 

D. IZIN OPERASIONAL 

43 IZIN TOKO OBAT 1 1 1000 

44 LAIK SEHAT  1 1 100 

45 IZIN RADIOLOGI 0 0 0 

46 LAIK SEHAT KATERING 0 0 0 

47 LAIK SEHAT RUMAH MAKAN 0 0 0 

48 SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM 1 1 100 

49 SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI SALON 0 0 0 

50 IZIN HEMODIALISA 0 0 0 

51 IZIN UNIT TRANFUSI DARAH 0 0 0 

52 
IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM 
DAN KHUSUS 0 0 

0 

53 Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan 61 61 100 

54 

IZIN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN 
HEWAN BAGI PRAKTEK DOKTER HEWAN 
MANDIRI (SIVET) 1 1 

100 

55 
IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN 
HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN 0 0 

0 

56 IZIN LABORATURIUM KLINIK  0 0 0 

57 IZIN PENELITIAN 20 20 100 

E. PERIZINAN YANG TERBIT MELALUI AKUN OSS RBA DPMPTSP TEMANGGUNG KARENA  
    PENERBITANNYA MEMBUTUHKAN VERIFIKASI TEKNIS OLEH DPMPTSP TEMANGGUNG  
    BESERTA TIM TEKNIS 

 

58 IZIN KLINIK 0 0 0 

59 IZIN APOTEK 10 10 100 

60 TANDA DAFTAR GUDANG 5 5 100 

61 PKKPR 17 17 100 

62 PIRT 353 353 
100 

63 IZIN OPERASIONAL SERTIFIKAT STANDAR 1 1 100 
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NO JENIS IZIN 

TOTAL 

JUMLAH 
IZIN 

IZIN ONLINE 
YANG 

TERBIT 

PROSENTASE 
IZIN TEPAT 
WAKTU (%) 

64 SERTIFIKAT LAIK HYGINE SANITASI 23 23 100 

65 SERTIFIKAT STANDAR 120 120 100 

66 SERTIFIKAT STANDAR KEDAI JAMU 1 1 100 

67 PERSETUJUAN PKPLH 71 71 100 

68 SERTIFIKAT STANDAR TOKO ALAT 
KESEHATAN 3 3 

100 

69 SERTIFIKAT STANDAR TOKO KOSMETIKA 
6 6 

100 

70 SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK 
1 1 

100 

71 PERSETUJUAN PKPLH 
82 82 

100 

72 SERTIFIKAT STANDAR PANTI SEHAT 
BERKELOMPOK 1 1 

100 

73 SERTIFIKAT STANDAR 120 120 100 

H. MPP DIGITAL 

74 Surat Izin Praktik Perawat 47 47 - 

75 Surat Izin Praktik Ahli Teknologi 
Laboratorium Medik 4 4 

100 

76 Surat Izin Praktik Apoteker 16 16 100 

77 Surat Izin Praktik Bidan 9 9 100 

78 Surat Izin Praktik Dokter 11 11 100 

79 Surat Izin Praktik Dokter Gigi 8 8 100 

80 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 6 6 100 

81 Surat Izin Praktek Praktik Optometris 1 1 100 

82 Surat Izin Praktik Perekam Medis 2 2 100 

83 Surat Izin Praktik Radiografer 5 5 100 

84 Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi 
Lingkungan 1 1 

100 

85 Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi 15 15 100 

86 Akupuntur 1 1 100 

87 Surat Izin Praktik Bidan Profesi 4 4 100 

88 Surat Izin Praktik Bidan Vokasi 11 11 100 

89 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah 4 4 100 

90 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Obstetri 
dan Ginekologi 4 4 

100 

91 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 
Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi 1 1 

100 

92 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Urologi 3 3 100 

93 Surat Izin Praktik Fisioterapis 2 2 100 

94 Surat Izin Praktik Ners 10 10 100 
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NO JENIS IZIN 

TOTAL 

JUMLAH 
IZIN 

IZIN ONLINE 
YANG 

TERBIT 

PROSENTASE 
IZIN TEPAT 
WAKTU (%) 

95 Surat Izin Praktik Nutrisionis 2 2 100 

96 Surat Izin Praktik Perawat Vokasi 26 26 100 

97 Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 3 3 100 

98 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Anak 1 1 100 

99 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Saraf 1 1 100 

100 Surat Izin Praktik Elektromedis Level 5 1 1 100 

101 Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 5 3 3 100 

102 Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi 7 7 100 

103 
Sura Izin Praktek Perekaman Medis dan 
Informasi Kesehatan Level 5 

2 2 100 

 JUMLAH 10.661 10.661 100 

Sumber : OSS.go.id, simbg.go.id, sicantik.go,id, mppd 

 

 
7. Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan 

Bahwa  berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara 

pelayanan publik  wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan 

pengaduan pelayanan publik dan  setiap penyelenggara pelayanan publik 

wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk 

melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan. 

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan 

masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, 

berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang 

bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang 

melihat atau mengetahui adanya ketidak sesuaian standar proses perizinan 

atau ketidak sesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah 

dikeluarkan oleh DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, 

melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk 

Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di 

Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati 

Temanggung Nomor 034 Tahun 2018. 

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan. 

 

          Jumlah pengaduan yang tertangani  
                                                                       X 100% 
              Jumlah Pengaduan Masyarakat  
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Tabel 7.1 

Persentase Pengaduan DPMPTSP Terselesaikan  
Tahun 2019-2024 

 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Jumlah Pengaduan 
terselesaikan 

12 12 12 4 3 6 

2 Jumlah Pengaduan 12 12 12 4 3 6 

 Persentase 100 100 100 100 100 100 

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan IV 

Tabel 7.2 
Persentase Pengaduan OSS  

Tahun 2019-2024 
 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Jumlah Pengaduan 
terselesaikan 

n.a n.a n.a n.a n.a 170 

2 Jumlah Pengaduan n.a n.a n.a n.a n.a 170 

 Persentase n.a n.a n.a n.a n.a 100 

Sumber :  Oss.go.id 

 
Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Peyanan Terpadu Satu 

Pintu dan Peyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan 

pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan 

membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, 

membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung 

maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan. Sehingga 

pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kabupaten 

Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan 

masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait 

dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah 

mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPMPTSP Kabupaten 

Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh 

petugas pelayanan publik pada DPMPTSP kabupaten temanggung. Sejumlah 34 

Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP semuanya sudah diselesaikan dalam 

kurun waktu tahun yang sama. DPMPTSP membentuk Tim Penanganan 

pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang 
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ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan 

masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat 

jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan 

bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi 

keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada 

lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa 

dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat. 

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk 

sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim 

penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan 

pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga Pengelolaan 

pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur 

yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan 

pengaduan. 

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan 

tersebut dapat diselesaikan. pada tahun 2021 pengaduan di Kabupaten 

Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut telah 

diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan, pada tahun 2022 aduan yang 

masuk sejumlah 4 pengaduan, Sedangkan pada tahun 2023 pada 6 Pengaduan. 

Sedangkan di tahun 2024 triwulan IV pengaduan yang masuk sejumlah 6 

pengaduan yang masuk dan semuanya tertangani.  

Data Rekap pengaduan DPMPTSP dan OSS tahun 2024 triwulan IV yang 

masuk dan tertangani dapat di lihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 10.2 

Rekap Pengaduan  
Tahun 2024 

No 
Bulan 

Jumlah Aduan 
Jumlah Aduan 

Tertangani 
Ket 

1 Januari 1 1  
2 Februari 0 0  
3 Maret 17 17  
4 April 16 16  
5 Mei 19 19  
6 Juni 17 17  
7 Juli - -  
8 Agustus 24 24  
9 September 22 22  
10 Oktober 23 23  
11 November 37 37  
12 Desember - -  
 JUMLAH 176 176  

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan II 
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8. Persentase Pengendalian Penanaman Modal 

Pengendalian Penanaman Modal adalah proses pengawasan dan 

pengaturan investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait 

untuk memastikan bahwa investasi yang masuk ke suatu negara atau daerah 

sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.  

Tujuan dari pengendalian ini meliputi: 

1. Mendorong Investasi yang Berkualitas: Memastikan bahwa investasi 

yang masuk dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan 

yang positif. 

2. Meminimalkan Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang 

mungkin timbul dari investasi, seperti dampak lingkungan atau sosial. 

3. Mematuhi Regulasi: Memastikan bahwa semua investasi mematuhi 

hukum dan peraturan yang ada, termasuk perizinan dan ketentuan 

perpajakan. 

4. Meningkatkan Transparansi: Mendorong keterbukaan dalam proses 

investasi untuk meningkatkan kepercayaan investor. 

5. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Mengarahkan investasi ke 

sektor-sektor yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

dan inklusif. 

  
Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan tata cara pengendalian 

pelaksanaan Penanaman modal bahwa Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dapat langsung melakukan 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan 

DPMPTSP Provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada DPMPTSP provinsi.  

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan terhadap 

Perizinan Berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dan/atau Perizinan 

yang diterbitkan melalui SPIPISE. 

Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh 

DPMPTSP Kabupaten/Kota atas kegiatan usaha PMDN yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu yang ruang lingkup 

kegiatannya di daerah kabupaten/kota; 
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Rumus Presentase Pengendalian Penanaman Modal adalah : 

 
              Jumlah perusahaan yang didampingi dalam  
                  melaksanakan LKPM dalam satu tahun  
                                                                                      X  100                                                                         
                        Jumlah Perusahaan Wajib LKPM  
 

Tabel 8.1 
Persentase Perusahaan  

Tahun 2019-2024 
 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Jumlah Perusahaan 
yang didampingi  

n.a n.a n.a n.a n.a 149 

2 
Jumlah Perusahaan 
Wajib LKPM 

n.a n.a n.a n.a n.a 12 

 Persentase 100 100 100 100 100 100 

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan IV 

 
9. Persentase  Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 

Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah proses yang 

melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data 

terkait investasi. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan 

memfasilitasi investasi yang berkualitas. Berikut adalah beberapa aspek 

penting dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal: 

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data yang relevan mengenai proyek 

investasi, termasuk informasi tentang investor, sektor industri, lokasi, dan 

dampak ekonomi. 

2. Pengolahan Data: Memproses dan menganalisis data untuk menghasilkan 

informasi yang berguna. Ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi 

untuk mempermudah pengolahan data. 

3. Penyimpanan Data: Mengelola database yang terstruktur dengan baik 

agar data dapat diakses dengan mudah. Keamanan data juga menjadi 

perhatian penting untuk melindungi informasi sensitif. 

4. Penyebaran Informasi: Membagikan informasi kepada stakeholder, 

termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Ini dapat dilakukan 

melalui laporan, situs web, dan platform lainnya. 

5. Pemantauan dan Evaluasi: Mengawasi perkembangan investasi dan 

mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Data yang 

diperoleh dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan investasi di masa 

depan. 

6. Kerjasama Lintas Sektor: Mengintegrasikan data dari berbagai sumber, 
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seperti kementerian, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, untuk 

menciptakan gambaran yang lebih lengkap tentang penanaman modal. 

 

Dengan pengelolaan yang efektif, data dan informasi penanaman 

modal dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong investasi yang 

berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Rumus Persentase  Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman 

Modal adalah : 

        Jumlah dokumen data yang disajikan  
                                                                          X 100 
   Jumlah dokumen data  yang wajib disajikan  
 

 
Tabel 9.1 

Persentase  Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 
Tahun 2019-2024 

 
 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Jumlah Data Yang 
Disajikan  

n.a n.a 1 1 1 1 

2 
Jumlah Data Yang 
Wajib Disajikan 

n.a n.a 1 1 1 1 

 Persentase n.a n.a 100 100 100 100 

 
Dari tabel diatas pengelolaan data dan informasi penanaman modal sejah 

tahun 2021 hingga 2024 tersedia 1 (satu) data yaitu Sistem OSS-RBA. 


